SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGANMA

PROPINSI JAWA RARAT
NOMOR : winfPP.0n 5/ 735 /2002

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
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DILINGIKUNGAN IKANT QR WILAYAI{ DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA IKANTOR WILAY Al DERPARTEMEN AGAMA
PROPINGI JAWA BARAT

-Bahwa dalam rengka Pomblnann Medresah  dipandeng  periv uniux

memberikan persetujurn terhadap Madrasah Swasta  dilinglkungur IKanter
Wilayah Depantemen Agnma Praninsi Jawa Saral.

.Bahwa Madrasah Swosla yany lercentum  dalam  keolom 2 (dua) lampiren

urat Kepulusan  ini (aloh  memanuhi  persyerpten yang ditentuken
untuke diberllcan  persetujuan  menyslenaqarakean pendidikan:

dndang - undang Republik lndonesia Nomor : 2 Tahun 1989 lantang Yisiem

Pondidikan Nasional:

. Peraluran Pemerinteh indorasic Nomor ; 28 Tahun 1990 lenteng Pendidiken

Dasar;

.IKeputusan Prasiden [ Nomor @ 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokek

Organisasl Departeman;

. Kepulusan Preslden RI Momer ;10 Tahun 1584 tentang Susunen Organisas!

Denaemen yana {elah  didbal  dnn  diseampurnakan, terakhic  dengen
Xeputusan Presiden Ri Momor : 76 Tahun 1996;

.Keputusan  Menterl Agama  Nomor : 18 Tehun 1975 lenfang Susunan

Organisasi dan Tata IKerjn Deperteman Agema wang telgh diubah dan
disampurnakkan larakhir dengan Keputusan Menteri Agzma Nomor : 75 Tahun
1594,

. Keputusan Manterl Agama Nomor : 742 Tabun 1997 lentang Stetus Madrasah

Swasta Jenjang Pandidlkan Dasar dan Menengah dilingkungan Diraktornt
Jenderal Pembinaan [Kelesmbagaan Agama Islam;

. IKeputusan Direktur Jendersl Pemblnaan  IKalembagazan Agema Islam

Momor :E/250.A/1997 tentang syerat - syaratdan Tata Cera Pendirlen
Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:

.IKnputusan  Direktur  Jenderal Pemblnecan Kelembagaan Agama lslam

Nomor : E/261.A/87 tentang  Pedoman  Akradilesl Madrasah Swastn
Jenjang Pendidlkan Dasar dan Menengah;

.Sural Edaeran Direldur Jsnderal Pemblnean Kelembegaan Agema Islam

Nomor : E.IV/PP.03.2/E0/463.A/97 {entang Petunjuk Pslaksanaen Akreditasi
Madrasah Swasla Jenjang FPendidikan Dasar dan Menengah:

MEMBACA . Surat  Relkomendasi  Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /

Henbommedyx . Cianis. Nonor.. 2 Hi+19/Xa/. PP.00.S/..163. /. 2002
tanggal,...2Q. Fehruari. 2002 ... lentang Usul Pendirian

...............

Madrasah

Tsonawiyah Swasta.AL-HIDAYAH Desa Ciulu Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis.



;" -15*"‘
L _h;il'&

.1 e

() 1) ico

‘._-n. L™ e
: 3'4“!\1\!\{

: Memberikan persetujuan otas

. Apabila penyelenggaraan oendidikan pado  Madrasah lersehyl Dad-
L

- Segala sesuatu akan diubah dan ditlhjeu kemball sebaagimana Mestinya .4

. Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Yani  bersangkutan e
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pendirlan  Madrasah Tsanawiyq), S

WQes.
sural Keputus in| >
yang tercantum delen kolom 2 ( dua) lempiran PUILSAN ini;

l.gl
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diatas diberikan siatus sebagei Madrasah Tcrdaﬂar'Dibcrll:an_ Nomor St‘lifqi
Madrasah separti tercantum dalam kolom 3 (tiga ) diberikan Piagan, P
Madrasah Swasla dengan Nomor Plagam fercamtum dolant kelom 4 ( ﬁmp—s: |

ha | |

lampiren surat keputusan ini; ;

:Kepade Madrasah Tsenawiyah sepsrl dimaksud dalam diktum Pertap,

|
Kolom 2 ( dua ) lampiren surat keputuson ini tidah sesusi Gengoan NOrSYarars, !
yang ditentukan maka keputusan int akan diubah dan dicesuailan salnaqgm;, ‘
mestinya; M

lernyata dikemudian heari terdapat xekelirean dalam penclanan Ini:

cipergunakan ssbafaimane mestinya:
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AMERAN SURAT REPUTUSAN Krzpa KANTOR WILAYAH DEPAKTEMEN AGAMA

PROPINS] JAWA BARAT

Nomor WIIPP 90,5/ 735 1 2002 Tanggal, ..11. Mazxet 2002...........
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1223 TAHUN 2016
TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

Menimbang

Mengingat

MADRASAH TSANAWIYAH AL- HIDAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin

pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal
terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;

. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Pendidikan

Islam Al Hidayah nomor YPL.AH/A/KPTS.00.3/VIII/2016
Tanggal 08 Agustus 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat
Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang
atas Madrasah Tsanawiyah Al- Hidayah yang dinyatakan hilang
berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan
Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Banjarsari
nomor : LP/512/C/VII[/2016/Sek Banjarsari Tanggal 10
Agustus 2016;

. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Ciamis Nomor :
B.4626/KK.10.07/4/PP.00.4/09/2016 tanggal 13 September
2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin
Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah
Tsanawiyah Al- Hidayah perlu diterbitkan sebagai perwujudan
akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan

Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-
Hidayah;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



Menetapkan

KESATU
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 :I‘a}*:un
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang  Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah,
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti [zin Pendirian Madrasah
Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan
Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-
HIDAYAH.

Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional
Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Keputusan ini.
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KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apai:nla; madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
‘1. = KEPALA KANTOR WILAYAH
C‘\ KEMENTERIAN AGAMA
<. PROVINSI JAWA BARAT, '
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1223 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL- HIDAYAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI I1ZIN

PENDIRIAN/OPERASIONAL
Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah Al- Hidayah
2 | Nomor Statistik Madrasah 121232070080
3 | Alamat Madrasah Jl.Pangandaran Km.10 No.19 Rt.25 Rw.
07
Desa Ciulu
Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis
Provinsi Jawa Barat
4 | Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah
5 | Akte Notaris Organisasi Dewi Mulyanti. SH
Penyelenggara No.30 Tanggal 25 Januari 2016
6 | Pengesahan Akte Notaris AHU.0005241.AH.01.04.Tahun 2016
Organisasi Penyelenggara Tanggal 29 Januari 2016
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